
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 « TAHUN 2017 

TENTANG 

P E R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N D A E R A H N O M O R 3 T A H U N 2014 

T E N T A N G R E N C A N A P E M B A N G U N A N J A N G K A M E N E N G A H 

D A E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2014-2019 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A 

W / L L I K O T A G O R O N T A L O , 

Menimbang : a. bahwa bijrdasarkan Peraturan Pemerinbih Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pr^merintah Kota 

Gorontalo telah membentuk Peraturan Daerah Nomc»r 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah yang berdampak pada perubahan nomenklatur, 

susunan organisasi, tata kerja serta tugas dan fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

Kota Gorontalo; 

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, susunan 

organisasi,, tata kerja serta tugas dan fungsd Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota 

Gorontalo, target dan sasaran program kegiatan, indikator 

kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Ke]Dala 

Daerah sebagai dasar penilaian keberhasiaian pemerintah 

daerah periode 2014-2019, perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2014-2019; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 a3''at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent£mg 

Perbendahairaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembairan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaivab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomjsia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaiin Pembangunan Nasional (Lemibaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndEing 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentjing 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne:gara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaj-an 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pen3rusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (L<;mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Klepala Daerah 

Kepada IDewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indon<;sia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaaia Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Peng(;ndalian dan 

Evaluasi F'elaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang P<itunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tenbang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Elota Gorontalo 

Nomor 11 Seri E ) ; 
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23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang 

Pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 

Gorontalo (l^embaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Goronbalo 

Nomor 12 Seri E ) ; 

24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 

Seri E ) ; 

25. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, 

Tambahan lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168); 

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencgna 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 178); 

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tenhmg 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembai-an 

Daerah Kom Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 151); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGK/l MENENGAH 

DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014-2019 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 3, 

Tambahan L^embaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 178) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentusm Pasal 1 angka 2 dan angka 11 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai ber ikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daemh yang memimpin pelaksanaan urusian 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 

4. Dev/an Perwakilan Rgikyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Pervmkilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai 

unsur penyelenggara l^emerintah Daerah. 

5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

6. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan 

peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Goron1;alo 

Tahun 2014 - 2019 3^ang selanjutnya disebut RPJMD Kota Gorontalo 

adalah dokumen penmcanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) 

tahunan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis 

(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Peimerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
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10. Rencana PembangunEin Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daersih, 

yang selanjutnya disisbut Rencana Kerja Satuan Keija PerangFiat 

Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanan Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daenih dan Dewan 

Pervi^akilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang memjadi kewenangan Daerah. 

2. KetentUEm Pasal 3 huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai iDerikut: 

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Men(;ngah Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 adalah : 

a. merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar 

perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar 

prioritas penangan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. 

b. merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan sebagai dasar penentuan kemampujm kapasitas 

pendanaan 5 (lima) tahun kedepan. 

c. menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2019, yang disertai dengan program prioritas oleh masing-

masing Perangkat Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jsmgka Panjang 

Daerah (RPJPD) 2008-2027. 

d. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indil<:asi 

pag;u anggaran dan target indikator daerah yang akan dilaksanakan 

pada Tahun 2014-2019. 

e. menetapkan indikatoi- kinerja Perangkat Daerah dan indikator kin<irja 

Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasiaian pemerintah 

daerah periode 2014-2019. 

Pasal 3 



- 8 -

3. Ketentuaji Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

Uraian pierubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengati Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

Pasal 11 

Peraturan Dfierah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal i I « « « B 1 * C 7 2017 

WALIKOTA GORONTALO,|' 

N A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal i ^ • • • M i i t r 2017 

SEKRETARIS DAER/H KOTA GORONTALO, 

ISMAIL MADJID 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 1 i 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO: (16/55/2017) 


